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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk ciptaan di anugrahkan akal dan budi yang 

diberikan oleh Tuhan, untuk memberikan kemampuan kepada manusia untuk 

berkarya cipta atas sesuatu yang mereka kehendaki. Pada perkembangannya, 

karya cipta yang bersumber dari akal dan budi manusia lahirlah sebuah ide atau 

gagasan atas suatu Hak Kekayaan Intelektual. Ide atau gagasan merupakan hal 

dasar yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian akan 

diwujudkan ke dalam suatu bentuk karya intelektual, yang bisa dilihat, didengar, 

dibaca, serta dapat digunakan secara praktek oleh setiap orang. 

Amerika Serikat adalah salah satu Negara yang paling keras menyuarakan 

pentingnya perlindungan hukum terhadap HKI dikarenakan Negara tersebut 

mengandalkan sektor industri kreatif sebagai penghasil devisa utama.1 Dengan 

perkembangan ilmu teknologi maka perkembangan hukum pun secara terus 

menerus pun membuat kemajuan. Sehingga menyebabkan pembaharuan, 

perkembangan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

Pada saat ini masyarakat  berlomba-lomba untuk menghasilkan suatu ciptaan yang 

inovasi dan kreasi untuk menghasilkan sebuah karya yang nantinya dapat 

                                                             
1 Iswi Hariyani, 2010, Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Yogyakarta: 

Pustaka Yustitia, Hlm. 6. 



dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Karya yang diciptakan memiliki 

banyak ragam antara lain di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. 

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan karya intelektual 

seorang manusia, yang berupa hak dari hasil kreativitas kemampuan daya pikir 

manusia. Dan pengertian lain dari Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas suatu 

benda yang bersumber dari hasil kerja akal dan pikiran yang mampu menalar, 

yang immaterial (tidak berwujud), tetapi bernilai ekonomis dan dapat dinilai 

dengan uang, karena mengandung manfaat bagi masyarakat (publik).2 

Menurut David L. Bainbridge “Intellectual property is the collective name 

given to legal rights which protect of the human intellect” yang dapat diartikan 

bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan 

kreatif sesuatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada 

khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna 

dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.3 

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual adalah “product of mind” atau 

oleh World Intellectual Property Organiztation atau WIPO disebut “creaction of the 

mind” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, 

cipta, waktu, dan biaya. Semua jerih payah tersebut menjadi konstribusi yang 

memiliki nilai ekonomi. Sehingga, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai 

dan dilindungi baik secra moral dan etika maupun secara hukum.4 

                                                             
2 Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2013, Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan 

Intelektual, Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral 

Rekayasa Genetika di Indonesia, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, Hlm. 178. 
3 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003 , Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan 

Prakteknya di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 17-18. 
4 Henry Soerlistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 2. 



Konsep Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan bentuk 

penghargaan dari hasil kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan-

penemuan (inventions)  maupun hasil karya cipta dan seni (art and literaty work).5 

Hak Kekayaan Intelektual dilindungi karena di dalam membuat suatu karya 

Pencipta memerlukan tenaga, biaya, waktu dan pikiran. Perlindungan atas Hak 

Kekayaan Intelektual diadakan untuk memberikan suatu penghargaan kepada 

seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya. 

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memiliki berbagai macam yaitu 

berupa Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Rahasia 

Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Hak 

Varietas Tanaman Baru.6 Hak kekayaan intelektual menghasilkan memiliki manfaat 

bagi setiap orang dengan daya intelektualnya menciptakan karya yang dilindungi 

oleh HKI misalnya di bidang Hak Cipta.7  

Pengaturan mengenai Hak Cipta secara Internasional diketahui melalui 

Konvensi seperti Berne Convention, Universal Copyright Convention serta  The TRIPs 

Agreement.8 The TRIPs Agreement tertulis di dalam perjanjian multilateral 

GATT/WTO yang diikuti oleh Indonesia, dimana tujuan dari perjanjian The TRIPs 

Agreement yaitu untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual 

                                                             
5 Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press, Hlm. 2. 
6 Tomi Suryo Utomo, dkk, 2002, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: PT Alumni, 

Hlm. 3. 
7 M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati,2017, Pengaturan Lembaga 

Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta, Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, 

Universitas Udayana, Bali, Hlm. 2. 
8 Kadek Julia Mahadewi, 2015, Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pada Pengrajin Perak di Bali, Jurnal Magister Hukum Udayana, No. 2, Vol. 

4, Edisi Juli 2015, Hlm. 206. 



sehingga mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi 

dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan 

antara hak dan kewajiban.9 

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah lima kali diatur yaitu Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan 

terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 

Hak Cipta lahir atas kreasi yang muncul dari olah pikir dan olah hati.10 Hak 

cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklarasi setelah suatu ciptaan tercipta yang diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.11  

Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah mengenal konsep Hak Terkait.12 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Terkait adalah 

hak eksklusif yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak bagi pelaku atau 

pemegang untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan ke pada publik. 

Hak cipta maupun hak terkait diperoleh secara otomatis tanpa adanya prosedur 

pendaftaran atau formalitas lainnya. 

                                                             
9 Budi Agus Riswandi, 2009, Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di 

Indonesia, Yogyakarta: UII Press, Hlm. 23. 
10 H.OK. Saidin, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), 

cetakan ke-9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 191. 
11 Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1. 
12 Dina Widyaputri Kariodimedjo, 2010, Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain 

Industri, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, Juni 2010, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 

Hlm. 269. 



Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.13 

Seorang Pencipta untuk memperoleh hak nya dan menikmati hasil dari ciptaannya 

dapat melalui pengalihan hak. Pada dasarnya hak yang diahlikan ialah hak 

eksklusif Pencipta atas ciptaannya yang dapat berupa sebuah karya. 

Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya karena Pencipta telah 

menghibur masyarakat melalui ciptaannya, Pencipta memiliki hak untuk 

mendapatkan imbalan yang sepadan. Hal ini berarti mempertahankan hukum 

alam dari individu untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi 

yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.14 

Hak eksklusif juga diberikan kepada Pemegang Hak Cipta, yang berupa 

hak untuk membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan 

tersebut, mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau 

derivative atas ciptaan, menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, 

menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.15 

Antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta kadang sama dan kadang juga 

berbeda.16 Pemegang Hak Cipta tidak selalu Pencipta. Pemegang Hak Cipta 

                                                             
13 Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 

(2). 
14 Hendra Tanu Atmadja, 2004, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta: Hatta Internasional, Hlm. 19. 
15  Kadek Julia Mahadewi, Op.Cit, Hlm. 515. 
16 Padrisan Jamba, 2015, Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk 

Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan. Vol.3, No. 1 April 2015, 

Hlm. 40. 



adalah  Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak cipta dari 

Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak tersebut.17 

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, 

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.18 

Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkrit, sementara 

itu ide tidak mendapatkan perlindungan hak cipta.19  

Ciptaan merupakan hasil karya  yang dibuat oleh Pencipta. Pendaftaran hak 

merupakan tolak ukur perlindungan hak cipta.20 Untuk membuktikan bahwa 

Pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptaannya. Dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC 

diatur mengenai Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta 

dan Hak Terkait.21  

Objek Hak Cipta adalah karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan 

sastra (literary works) dan bidang seni (artistic works), dengan ruang lingkup 

berupa koreografi tari, lukisan, lagu-lagu dan komposisi musik, ceramah/ pidato/ 

kuliah, acara televisi, film/ movie (sinematografi), program komputer, karya 

                                                             
17 Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 

(4). 
18 Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 

(3). 
19 Sudaryat, dkk, 2010,  Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Oase Media, Hlm. 21. 
20 Sasongko, Wahyu, 2012, Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan 

Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional, Bandar Lampung: Universitas Lampung, Hlm. 206. 
21 Habi Kusno, 2016, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh 

Melalui Internet, Jurnal Fiat Justisia Vol. 10 Issue 3, Juli-September 2016, Hlm. 492. 



arsitektur, peta, hasil penelitian, dan karya tulis seperti naskah, diktat, buku, novel 

dan lainnya yang berkaitan dengan banyak hal.22  

Salah satu hak cipta di bidang seni adalah karya cipta lagu atau musik. Lagu 

adalah suatu kesatuan musik yang terdiri dari susunan berbagai nada yang 

berurutan.23 Lagu merupakan suatu objek hak cipta yang dilindungi dalam 

Undang-Undang Hak Cipta. Lagu merupakan karya yang dilindungi dan bersifat 

utuh atas satu kesatuan karya cipta yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair 

atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya merupakan ciptaan yang dilindungi 

hak cipta. 

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai hak ekslusif, maka 

diperuntukkan bagi Pencipta atau pihak lain yang  diperbolehkan memanfaatkan 

hak tersebut dengan izin Pencipta kegiatan mengumumkan atau memperbanyak 

diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasikan, 

mengarasemenkan, mempertunjukan kepada publik, menyiarkan merekam dan 

mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.24 

Terdapat beberapa kriteria dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak 

cipta yang dapat dilihat melalui : 

a. Harus orisinil yaitu hasil dari kreativitas Pencipta sendiri bukan hasil dari 

penggandaan; 

                                                             
22 Suyud Margono,2002, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Bandung: CV Nuansa 

Aulia, Hlm. 13. 
23 Otto Hasibuan, 2014, Hak Cipta di Indonesia, TInjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring 

Rights, dan Collecting Society, Bandung: PT Alumni, Hlm. 139. 
24 Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Buttm Tomi Suryo Utomo, 2013, Hak Kekayaan Intelektuaal 

: Suatu Pengantar, Cetakan Kelima, Bandung: PT Alumni, Hlm. 6. 



b. Adanya bentuk nyata atau konkrit seperti adanya bentuk tertulis, audio, 

videotape, CD, kanvas dan lain sebagainya; 

c. Harus terdapat beberapa kreativitas yaitu harus  ada hasil produksi dengan 

suatu alat oleh seseorang atau beberapa orang. 

Dengan adanya hak cipta maka muncul hak moral (moral right) dan hak 

ekonomis (economic right) yang melekat kepada diri seseorang Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Hak moral meliputi hak untuk tetep mecantumkan atau tidak nama kreator pada 

salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan 

nama samarannya, sampai mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi, 

pemotongan, modifikasi, dan yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi 

sang kreator. Sedangkan hak ekonomis meliputi penerbitan, penggandaan dalam 

segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian, hingga 

penyiaraaan atas ciptaannya. 

Pada saat ini lagu digunakan di setiap kesempatan untuk menghibur atau 

bahkan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Dengan kemajuan 

teknologi informasi (IT) yang begitu pesatnya, menyebabkan perubahan kegiatan 

kehidupan manusia dalam bidang yang secara langsung mempengaruhi lahirnya 

hubungan hukum  baru.25  Di era globalisasi seperti sekarang dengan adanya 

perkembangan teknologi yang cepat media untuk mendengarkan, menunjukkan 

atau menyebarkan sebuah lagu dan musik tidak hanya melalui televisi maupun 

                                                             
25 Zidney Fahmidyan, Tatty Aryani Ramli, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film 

atas Penayangan Film Streaming Tanpa Izin Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta”, PROSIDING ILMU HUKUM, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018 



radio melainkan dapat juga melalui internet. Untuk mengeksploitasi karya cipta di 

bidang musik, Pencipta, pelaku, dan produser rekaman suara, dalam 

menggunggah ciptaannya ke internet untuk di publikasikan dan di manfaatkan 

secara ekonomis.  

Dengan mengunggah lagu di internet maka memiliki dampak positif dan 

dampak negatif. Dampak positif yaitu seluruh masyarakat dapat mengakses dan 

menikmati karya yang dibuat tersebut dan Pencipta dapat mempromosikan 

lagunya. Sedangkan dampak negatif yaitu adanya masyarakat yang menikmati 

lagu tersebut kemudian mengunggah kembali suatu lagu tersebut kemudian telah 

diubah sedemikian rupa sehingga muncul suatu karya yang baru dan 

menyalahgunakan unttuk kepentingan sendiri seperti melakukan pembajakan dan 

mendapatkan keuntungan dari mengunggah sebuah video millik orang lain. 

Semua orang dapat memanfaatkan karya cipta lagu milik orang lain dengan tidak 

perlu memikirkan ide, merangkai setiap lirik, syair, melodi, dan irama dari karya 

cipta lagu dan tidak perlu membayar royalty kepada Pencipta lagu yang asli. 

Dampak negatif tersebut sering terjadi karena pada saat mengunggah 

video di media internet khususnya Youtube setiap orang dapat dengan bebas 

mengunggah video apapun, bahkan video milik orang lain tanpa sepengetahuan. 

Dengan adanya kebebasan tersebut mengakibatkan banyaknya pelanggaran-

pelanggaran terhadap hak cipta yang terjadi dalam Youtube.Dampak negatif 

tersebut tidak hanya merugikan Pencipta tetapi juga merugikan Pemegang Hak 

Cipta atas lagu tersebut. Seperti halnya Pencipta, pemegang hak juga memiliki 

hak ekonomi atas ciptaannya. 



Pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di situs Youtube dikarenakan 

Youtube terlalu lama menindak apabila ada pelanggaran. Youtube baru akan 

menindaklanjuti mengenai video yang melakukan pelanggaran hak cipta ketika 

ada yang mengirimkan pemberitahuan pelanggaran hak cipta, sehingga apabila 

tidak ada pihak yang mengirimkan pemberitahuan ke situs Youtube  maka video 

pelanggaran hak cipta tersebut akan tetap ada dan dapat dilihat oleh semua 

pengguna Youtube. 

Pada era globalisasi yang perkembangan teknologinya semakin canggih 

terdapat berbagai jenis teknologi yang bisa membantu masyarakat untuk melihat 

perkembangan, berita maupun karya-karya yang dapat dinikmati melalui salah 

satu aplikasi media sosial. 

 

Gambar 1.1. Logo Youtube 

Salah satu media sosial yaitu Youtube. Youtube merupakan sebuah aplikasi 

yang digunakan untuk konten video. Dalam Youtube siapapun dapat mengunggah 

hasil karyanya berupa video, yang kemudian hasil ciptaan yang diunggah tersebut 

dapat menghasilkan secara ekonimis bagi pemilik akun yang mengunggah hasil 

karyanya tersebut setelah memenuhi standar yang berlaku dan telah ditetapkan 

oleh pihak Youtube. Pemilik akun Youtube bisa disebut juga Youtuber adalah 

seseorang individu dapat berupa selebriti maupun kreator pembuat video yang 

telah terkenal di situs Youtube yang mempunyai sponsor yang membayar untuk 



setiap kegiatan yang dilakukan ataupun iklan online. Salah satu contoh Youtuber 

terkenal di Indonesia yaitu Rans Entertainment, Arif Muhammad, Atta Halilintar, 

dan Hanin Diyah, serta masih banyak lainnya. 

Pada saat ini sedang ramai orang mengunggah video lagu, seperti membuat 

cover version (versi ulang) atau dapat disebut menyanyikan kembali lagu milik 

orang lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial seperti 

Youtube. Yang berhak dan memiliki hak atas lagu tersebut yaitu produser 

rekaman, penyanyi, dan publisher/ penerbit musik. 

 Pada dasarnya membuat cover version atas sebuah lagu bukanlah sebuah 

perbuatan yang melanggar hukum, dalam batasan tertentu, yang dikatakan 

melanggar apabila pihak yang melakukan cover version lagu tersebut tidak 

meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Pencipta lagu atau Pemegang Hak 

Cipta yang lagunya digunakan dan dinyanyikan serta kemudian untuk 

mendapatkan manfaat secara komersial dari lagu cover tersebut. Dalam hal ini, 

jika kegiatan cover version digunakan untuk kegiatan komersial maka termasuk 

pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UUHC yang 

menyatakan bahwa 

“setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta  melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan 

huruf g untuk penggunaan secara komersial di pidana dengan pidana 

penjara paling lambat 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 

 



Dalam prakteknya, tidak sedikit lagu cover version yang lebih terkenal dari 

pada lagu yang dibawakan oleh artis atau penyanyi aslinya.26 Dengan seiringnya 

perkembangan zaman yang sangat cepat maka mengakibatkan kekurangannya 

perlindungan atas Pemegang Hak Cipta. Atas sebuah lagu yang apabila tidak 

dilindungi maka bisa membuat kerugian bagi si Pencipta dan Pemegang Hak 

Cipta  karena lagu tersebut dapat di cover oleh orang lain sehingga dapat 

memberi keuntungan secara ekonomi. Kurangnya informasi mengenai adanya 

pengaturan mengenai perlindungan Hak Cipta bagi setiap orang yang membuat 

karya-karya di lingkungan masyarakat menyebabkan banyaknya pelanggaran 

yang terjadi dan dampak negatif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. 

 

Gambar 1.2. Cover Version Lagu Akad- Payung Teduh Oleh Hanin Dhiya di Channel Youtube 

Hanin Dhiya di channel Youtube nya melalukan Cover version lagu Akad dari 

Band Payung teduh, terjadi beberapa aransemen musik tanpa pemberitahuan dan 

tanpa meminta izin kepada Mohammad Istiqamah Djamad yang merupakan 

                                                             
26 Tina Marlina dan Dora Kartika Kumala, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu 

Yang Lagunya Dinyanyikan Ulang (Cover) Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersoal Dalam Media Internet, 

Syntax Literate: Jurnal Ilmuah Indonesia, Vol. 4, No. 11 November 2019, Hlm. 176. 



Pencipta lagu Akad tersebut.27 Video cover version yang telah diunggah tersebut 

kemudian di dengarkan melalui aplikasi musik seperti sportify, joox, dan deezer 

dapat menghasilkan pendapatan bagi orang mengunggah, sehingga sering kali 

terjadi permasalahan antara pihak yang mengcover dengan Pencipta. 

 

1.3. Lagu Keke Bukan Boneka oleh  Rahmawati Kekeyi Putri Cantika yang  dianggap meniru lagu Aku Bukan 

Boneka oleh Rinni Wulandari 

Kemudian lagu milik Rahmawati Kekeyi Putri Cantika atau yang akrab 

disapa kekeyi yang berjudul “Keke Bukan Boneka” yang di unggah di channel 

Youtube nya. Diketahui lagu tersebut dianggap meniru lagu milik penyanyi Rinni 

Wulandari yang berjudul “Aku Bukan Boneka” di bagian refrain. Sehingga video 

musik lagu Kekeyi Bukan Boneka sempat dihapus dari Youtube.28 

Serta channel Youtube milik Gen Halilintar diduga melanggar hak cipta lagu 

Lagi Syantik yang dipopulerkan oleh Siti Badriah. Cerita bermula pada tahun 2018, 

ketika keluarga Gen Halilintar menyanyikan ulang dan juga mengubah lirik lagu 

                                                             
27 Ibid. 
28 https://akurat.co/hiburan/id-1133324-read-5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-

pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi, diakses pada tanggal 17 Desember 2020. 

https://akurat.co/hiburan/id-1133324-read-5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi
https://akurat.co/hiburan/id-1133324-read-5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-yang-pernah-menimpa-sederet-artis-terbaru-kekeyi


Lagi Syantik tanpa izin, dan kemudian mengunggahnya ke Youtube. Nagaswara 

Publisherindo Musik sebagai pemegang hak atas lagu tersebut mengajukan 

gugatan perdata atas dugaan pelanggaran hak cipta.29 Sekarang Video Youtube 

lagu Lagi Syantik yang di cover Gen Halilintar tersebut sudah dihapus. 

Meskipun dalam setiap cover yang dilakukan oleh youtuber sudah 

mencantumkan nama dari si Pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibawakan. 

Berbeda hal dengan cover version lagu yang dinyanyikan dengan tujuan komersial 

yang meskipun telah mencantumkan nama penyanyi asli saja pada cover version 

lagu tersebut tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum dari Pemegang 

Hak Cipta.  

Untuk tidak melanggar Hak Cipta, seseorang perlu mendapatkan atau 

memperoleh izin (lisensi) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan 

mengenai hak eksklusif, yang berarti bahwa tidak ada pihak lain yang boleh 

memanfaatkan Hak Cipta tanpa seizin Pemegang Hak Cipta. 

Perlindungan Hak Cipta menganut sistem perlindungan secara otomatis. 

Dengan kata lain tanpa proses pencatatan, Pencipta otomatis mendapat kepastian 

hukum atas ciptaannya pada saat karya tersebut telah berwujud karya cipta nyata 

(expression work).30  

                                                             
29 https://www.merdeka.com/artis/fakta-fakta-gen-halilintar-digugat-rp95-m-karena-cover-

lagu-syantik.html, diakses pada tanggal 17 Desember 2020. 
30 Ni Ketut Supasti Dharmawan,SH.,M.Hum,LLM, dkk, 2018, Harmonisasi Hukum Kekayaan 

Intelektual Indonesia, Bali: Swasta Nulus, Hlm. 20. 

https://www.merdeka.com/artis/fakta-fakta-gen-halilintar-digugat-rp95-m-karena-cover-lagu-syantik.html
https://www.merdeka.com/artis/fakta-fakta-gen-halilintar-digugat-rp95-m-karena-cover-lagu-syantik.html


Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat judul tentang 

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA  ATAS LAGU 

COVER VERSION DI YOUTUBE”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dengan ini 

mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas pada 

penelitian tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas lagu 

cover version  melalui media sosial Youtube ? 

2. Bagaimana bentuk dan proses pertanggungjawaban hukum oleh pihak 

yang melakukan cover version lagu tanpa izin Pemegang Hak Cipta ? 

3. Bagaimana peran Notaris dalam melindungi Pemegang Hak Cipta atas lagu 

yang dibuat dalam bentuk cover version untuk kepentingan komersial ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1) Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum 

terhadap Pemegang Hak Cipta atas lagu cover version melalui media 

sosial Youtube. 



2) Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai bentuk dan proses 

pertanggungjawaban hukum oleh pihak yang melakukan cover version 

lagu tanpa izin Pemegang Hak Cipta. 

3) Untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai peran Notaris dalam 

melindungi Pemegang Hak Cipta atas lagu yang dibuat dalam bentuk 

cover version untuk kepentingan komersial. 

2. Manfaat Penelitian  

Pelaksanaan penelitian dan penulisian tesis ini diharapkan dapat 

memberi manfaat antara lain : 

1) Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, 

yaitu sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, 

dan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya, terutama 

mengenai masalah perlindungan hukum bagu Hak Cipta atas cover 

version lagu yang di komersialkan di Youtube. 

2) Manfaat Praktis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan praktis 

kepada : 

a. Pemegang Hak Cipta 

Agar Pemegang Hak Cipta mengetahui hak dan kewajibannya serta 

memahami ketentuan-ketentuan dan jalur hukum yang dapat 

ditempuh apabila terjadinya pelanggaran hak cipta atas karya 

ciptaanya. 



b. Pihak yang membuat cover version 

Agar pihak yang membuat cover version lebih memahami dan 

memperhatikan prosedur-prosedur yang benar dan tepat dalam 

membuat cover version sehingga terhindar dari permasalahan 

pelanggaran hak cipta dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam 

penyelesaian pelanggaran hak cipta. 

c. Pusat Pengelola Hak Cipta Youtube 

agar pihak pengelola Hak Cipta di Youtube lebih memahami dan 

memberi kontribusi untuk upaya pencegahan terjadi perbuatan 

melawan hukum yang dapat merugikan subjek Pemegang Hak Cipta. 

d. Masyarakat yang berkepentingan 

Agar masyarakat mengetahui pentingnya pemberian izin 

penggunaan hak cipta yang sah dengan menggunakan perjanjian, 

sehingga tidak terjadi penyalahgunaan hak oleh pihak yang tidak 

bertanggungjawab. 

 

e. Notaris 

Agar Notaris mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang harus 

dituangkan dalam perjanjian lisensi Hak Cipta. 

f. Kementetian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat 

Jendral Hak katas Kekayaan Intelektual dapat melaksanakan fungsi 



pengawasan terhadap pencataatan hak cipta serta pencatatan 

perjanjian lisensi hak cipta. 

 

D. Kerangka Teori  

Menurut Soerjono Soekarno kerangka teori merupakan landasan dari teori 

atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari 

permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka 

pemikiran atau butir-butir pendapat, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak 

disetujui.31  

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala 

spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan 

mengadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. 

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa kontunuitas perkembangan ilmu hukum, 

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial 

sangat ditentukan oleh teori.32 

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan 

menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied  Theory. Adapun teori-

teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang ada sesuai 

dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: 

1. Grand Theory 

                                                             
31 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum,  Jakarta: UI Press, Hlm 6. 
32 Ibid.  



Pada penelitian ini Grand Theory yang akan digunakan berupa Teori 

Perlindungan Hukum. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan 

untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau 

kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan 

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.33 Maka 

dapat dikatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan 

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan 

sosial.34 

Konsep perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjono dalam 

kepustakaan hukum bahasa belanda yakni “rechsbescherming van de burgers”. 

Dikatakan dalam perlindungan hukum terdapat suatu usaha untuk memberikan 

hak-hak pihak yang dilindungi sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukan, 

di mana perlindungan ini meliputi perlindungan hukum preventif yaitu 

tindakan dalam upaya pencegahan terjadinya sengketa dan perlindungan 

represif adalah perlindungan yang arahnya lebih kepada upaya untuk 

menyelesaikan sengketa. 

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan. 

                                                             
33 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi S2 

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Sukarta, Hlm. 14. 
34 Satjipto Raharjo, 2003, Ilmu Hukum,  Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 55. 



Sedangkan menurut Philipus M. Hadjono, ada dua macam perlindungan 

hukum, yaitu:35 

1. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya permasalahan atas sengketa; 

2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan 

permasalahan atau sengketa yang timbul berupa perlindungan akhir 

seperti sanksi apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu 

pelanggaran. 

Agar terlindungi perlu upaya   hukum non yudisial atau bersifat   

preventif merupakan  tindakan  yang menuju kepada upaya  pencegahan 

terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif lebih mengarah 

kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa, seperti contohnya penyelesaian 

sengketa di pengadilan.36 

Perlindungan hukum yang bersifat   preventif merupakan  tindakan  

yang menuju kepada upaya  pencegahan terjadinya sengketa suatu 

pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya berupa lagu. Dalam hal 

ini perlindungan diberikan dengan cara perlindungan sesuai dengan 

UUHC dan juga perlindungan sesuai dengan perjanjian, mengingat 

perjanjian adalah Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya dan 

bersifat mengikat. Sedangkan perlindungan hukum represif lebih mengarah 

                                                             
35 Philipus M. Hadjono, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina 

Ilmu , hlm. 117. 
36 Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, 2009, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam 

Masyarakat Kreatif, Yogyakarta: Total Media, Hlm.12. 



kepada suatu pelanggaran yang dilakukan atas karya cipta lagu milik Pencipta 

atau Pemegang Hak Cipta, serta perlindungan diberikan untuk mencari sebuah 

bentuk penyelesaian untuk mempertahankan hak-hak yang dimiliki oleh 

Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. 

Perlindungan hukum terhadap HKI dapat pula diartikan sebagai 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. HKI memuat unsur-unsur yang 

terkandung dalam pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HKI adalah hak asasi 

manusia, khususnya hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak 

atas kebebasan pribadi, dan hak atas kesejahteraan.37 

M. Sherwood mengemukakan, Teori perlindungan kepentingan mikro 

terhadap hasil karya intelektualitas manusia, digolongkan menjadi :38 

1) Teori penghargaan (reward theory) 

Bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah 

dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada penemu/ pemcipta/ 

pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas 

upaya kreatifitasnya dalam menemukan/ meciptakan/ mendesain 

karya-karya intelektual tersebut. 

2) Teori perbaikan (recovery theory) 

Bahwa penemu/ Pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan 

waktu, biaya  dan tenaga dalam menghasilkan sebuah karya 

                                                             
37 Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani Op.Cit., Hlm. 100. 
38 Ibid., Hlm. 101-102. 



intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah 

dikeluarkan. 

3) Teori insentif (incentive theory) 

Bahwa terdapat keterkaitan antara pengembangan kreativitas 

dengan memberi insentif untuk penemu/ Pencipta/ pendesain. 

Untuk menghasilkan upaya dan hasil yang berguna. 

4) Teori risiko (risk theory) 

Bahwa HKI adalah suatu karya yang menghasilkan risiko, yang 

dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu 

menemukan cara atau memperbaikinya, sehingga diperlukan 

perlindungan hukum upaya atau kegiayan yang mengandung 

risiko. 

2. Middle Range Theory 

Pada penelitian ini Middle Range Theory yang akan digunakan berupa 

Teori Tanggung Jawab Hukum. Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab 

berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban muncul 

karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban 

kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus 

melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat 

dati tindakan dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. 

Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban 

dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek 



hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau 

secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.39 

Menurut Titik Triwulan, pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, 

yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk 

menuntut orang lain untuk memberi pertanggung jawaban.40 

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan 

kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan 

hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. 

Pengertian diatas, tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum teori 

tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis 

tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau 

kerugian.41 

Dalam bidang perdata tanggung jawab muncul karena subjek hukum 

tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. 

Prestasi yaitu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 

Jika subjek hukum tidak melaksanakan prestasinya, maka dapat digugat dan 

diminta pertanggungjawaban berupa melaksanakan prestasi dan membayar 

ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 1246 KUHPerdata. Apabila subjek hukum melakukan perbuatan melawan 
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hukum berupa kesalahan, maka dapat dituntut membayar ganti kerugian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.  

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua 

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) dan 

pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) 

yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick 

liability).42 Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan berarti seseorang harus 

bertanggung jawab terhadap kesalahan yang merugikan orang lain. 

Sedangkan pertanggungjawaban risiko berarti penggugat tidak memiliki 

kewajiban lagi, tetapi tergugat langsung bertanggung jawab atas risikonya. 

Tanggung jawab hukum dalam korelasinya dengan permasalahan 

mengenai hak cipta dalam hal ini berupa cover version lagu yang dilakukan 

oleh pihak cover version ialah upaya hukum dalam penyelesaian sengketa yang 

timbul karena adanya pelanggaran hak cipta atas lagu milik Pemegang Hak 

Cipta yang dinyanyikan ulang tanpa izin dan diunggah di Youtube. Hal ini 

kemudian dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak baik secara materiil 

dan imateriil. Sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemegang Hak Cipta. 

Maka pihak yang membuat cover version  lagu yang melakukan perbuatan 

melawan hukum harus bertanggung jawab serta mendapatkan sanksi atas 

perbuatannya. 

3. Applied Theory 
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Pada penelitian ini Applied Theory yang akan digunakan berupa Teori 

Penegakan Hukum. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa 

penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran nilai tahap akhir.  Untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.43 

Satjipto Raharjo berpendapat, penegakan hukum itu bukan merupakan 

suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu 

menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik 

garis lurus antara dua titik.44 

Secara konkrit penegakan hukum berarti berlakunya hukum positif 

dalam praktik yang harus ditaati. Sehingga memberikan keadilan di dalam 

suatu perkara yang artinya memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin 

dan mempertahankan dan ditegakan hukum materiil dengan menggunakan 

cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.45 

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan upaya untuk 

menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan 

berindak dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. 
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Terdapat dua perbedaan mengenai penegakan hukum yang dapat 

ditinjau. Pertama, penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah 

penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dari setiap 

hubungan hukum. Aturan normatif dijalankan atau tidak dijalankan 

berdasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, yang berarti harus juga 

menjalankan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Penegakan hukum 

dalam arti sempit adalah upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk 

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 

seharusnya. Kedua, penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya adalah 

penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang 

berisi bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam 

masyarakat. Dan penegakan hukum dalam arti sempit adalah hanya berisi 

penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 

konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh rakyat menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.46 

Menurut Soerjono Soekamto terdapat faktor-faktor yang 

memperngaruhi penegakan hukum, yaitu :47 

1. Faktor Hukum 

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang 

mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan 
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mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.48 Peraturan hukum dibuat oleh 

yang berwenang yang bersifat memaksa dan ditaati oleh setiap masyarakat.  

2. Faktor Penegakan Hukum 

Pihak-pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, 

kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai 

peran yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Dengan petugas 

penegak hukum yang mentalitas atau kepribadian penegak hukum 

memainkan peran penting dalam menjalankan peraturan yang sudah 

dibuat. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas pendukung maka tidak mungkin 

penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana atau 

fasilitas pendukung dapat mencakup tentang manusia yang berpendidikan 

dan terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, dan 

sebagainya sehingga akan tercapai tujuan penegakan hukum. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di daalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus 

memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang tinggi sehingga 

akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.  

5. Faktor Kebudayaan 
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Kebudayaan mengatur masyarakat untuk dapat mengerti bagaimana 

seharusnya bertindak, berbuat, dan meentukan sikap saat berhubungan 

dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu hal tentang perikelakuan yang 

menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang 

dilarang. 

Penegakan hukum dalam korelasinya dengan penyelesaian 

permasalahan hak cipta ialah upaya dari aparatur penegak hukum tertentu 

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum terkait dengan hak 

dan kewajiban dari Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, serta pihak yang 

melakukan cover version dapat ditindak sebagaimana mestinya. Sehinggga, 

dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak yang tidak 

menemui titik ketidakseimbangan yang dapat berujung pada perkara baik 

perdata maupun pidana. 

 

E. Penjelasan Konseptual  

Penjelasan konseptual adalah pedoman dalam mempermudah proses 

penelitian. Dalam penelitian normatif dan empiris dimungkinkan menyusun 

kerangka konseptual tersebut, dengan merumuskan definisi yang kemudian akan 

dijadikan pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, 

analisis, dan konstruksi data.49 Kerangka konseptual merumuskan definisi-definisi 
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tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, dan dijabarkan sebagai 

berikut : 

1) Lagu Cover Version 

Cover adalah sebuah pertunjukan oleh pelaku (penyanyi dan musisi) 

yang bukan merupakan Pencipta dari suatu karya musik.50 Cover version atau 

versi ulang merupakan kegiatan membawakan atau memproduksi ulang 

sebuah lagu atau musik milik orang lain yang sebelumnya pernah direkam dan 

dibawakan penyanyi atau artis lain.51 Dapat diartikan bahwa lagu cover version 

merupakan versi ulang dari sebuah karya lagu atau musik yang dinyanyikan 

oleh orang lain tanpa sepengetahuan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan 

penyanyi aslinya kemudian di produksi ulang. 

2) Hak Cipta 

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) UUHC). 

Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO) mengatakan 

copyright is legal from describing right given to creator for their literary and 

artistic works. Berarti hak cipta adalah terminologi hukum yang 
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menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta untuk karya-karya 

mereka dalam bidang seni dan sastra.52 

Menurut Patricia Loughlan, hak cipta adalah bentuk kepemilikan yang 

memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan 

memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan 

dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik dan pekerjaan seni, 

serta rekaman suara, film, radio dan siaran televise, serta karya tulisan yang 

diperbanyak melalui penerbitan.53 

Menurut McKeoug dan Stewart, hak cipta adalah suatu konsep di mana 

Pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan 

hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya 

tersebut.54 

 Hak cipta hanya dapat dimiliki oleh Pencipta atau si penerima hak cipta 

untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan serta memberi izin atas 

ciptaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

3) Pencipta 

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-

sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan 

pribadi (Pasal 1  ayat (2) UUHC). Orang dianggap Pencipta apabila namanya 
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disebutkan dalam ciptaan, dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu ciptaan, 

dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai Pencipta. Pencipta memiliki 

hak moral yang melekat pada dirinya yang tidak dapat dihapus atau 

dihilangkan dengan alasan apapun, meski hak cipta dan hak terkait telah 

dialihkan kepada pihak lain. Serta Pencipta memiliki hak ekonomi atas karya 

ciptaannya. 

4) Pemegang Hak Cipta 

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak 

yang menerima hak tersbut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah 

(Pasal 1 ayat (4) UUHC). Pihak yang menjadi Pemegang Hak Cipta yaitu 

Pencipta dan pihak lain. Pencipta sebagai pemegang hak tidak terdapat proses 

hukum karena terjadi secara otomatis secara hukum. Sedangkan pihak lain 

sebagai pemegang hak terjadi setelah melalui proses hukum yaitu dengan 

perjanjian lisensi. 

5) Media Sosial Youtube 

Media sosial adalah sebuah media online, yang para penggunanya bisa 

dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan. Youtube adalah 

salah satu media sosial dengan situs web yang menyediakan berbagai macam 

video mulai dari video clip sampai film, serta video-video yang dibuat oleh 

pengguna Youtube itu sendiri.55 Dengan kata lain Media Sosial Youtube 
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merupakan suatu wadah untuk mengunggah hasil karya berupa video-video 

yang dapat dilihat dan diakses oleh siapapun, hasil unggahan video tersebut 

dapat bernilai secara ekonomis bagi pemilik akun (Youtuber) setelah 

memenuhi standar yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pihak Youtube. 

 

F. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk 

memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu 

pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis 

dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia yang 

senantiasa sapat diperiksa dan ditellaah secara kritis, akan berkembang terus atas 

dasar penelitan-penelitian yang dilakukan oleh pengasuhnya. Hal ini terutama 

disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia 

lebih mengetahui dan mendalami. 

Untuk memperoleh suatu hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya 

ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode yang tepat pula, yakni 

suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian 

yang dilakukan penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut 

Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah : 

“Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan 

pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa 

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan 

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian 



mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam 

gejala yang bersangkutan.”56 

 

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka 

yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis 

normatif artinya permalasahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ada dan literature-literatur yang ada kaitannya 

dengan permasalahan.57 

2. Pendeketan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini  adalah 

: 

a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua 

undang-undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang 

sedang ditangani.58 Dengan memahami kandungan filosofis yang ada di 

belakang undang-undang yang digunakan, penelitian dapat menyimpulkan 

mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan 

isu yang sedang dihadapi.59 

b. Pendekatan Konseptual 
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Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan 

doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan 

pengertian-pengerian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum 

yang relevan dengan isu yang dihadapi.60 Adapun objek dari penelitian ini 

adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020. 

c. Pendekeatan Teknologi Hukum 

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang paling berpengaruh dan 

berkaitan erat dengan pemanfaatan internet ialah perlindungan hak cipta 

atas karya digital. Perlindnungan hak cipta atas karya digital merupakan 

pengakuan atas hak eksklusif untuk memberikan insentif bagi pihak 

Pencipta yang mengekspresikan melalui medium digital.61 

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian  

Sumber bahan hukum penetilian yang digunakan dalam penelitian tesis 

ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier, yang terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang 

diguunakan untuk mengaji persoalan hukum meliputi : 

a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila 

b. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indomesia 

Tahun1945 

c. Undang-Undang, yaitu : 
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris; 

d) Perundang-undangan lain yang terkait. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku dan 

penelusuran dari internet seperti jurnal dan makalah. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian  

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan 

dan memeriksa atau menelusuri peraturan peraturan perundang-undangan, 

bahan pustaka, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan sumber-sumber 

lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Setelah 

dilakukannya pengumpulan bahan-bahan  hukum ini, selanjutnya dilakukan 

pengelolahaan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan 

tersier.62 

5. Teknik Pengelolahan Bahan Penelitian 
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Bahan penelitian yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan 

bahan penelitian tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan untuk 

mendapatkan pembenaran bahwa bahan penelitian sudah lengkap, relevan 

dan rekonstruksi yaitu menyusun ulang bahan penelitian sehingga mudah 

dipahami dan diinterpresentasikan, dan sismatisasi berdasarkan urutan pokok-

pokok bahasan. 

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Analisis bahan penelitian yang sebelumnya sudah dikumpulkan dan diolah 

kemudian dianalisa secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Komperhensif 

berarti analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan 

lingkup penelitian. Lengkap berarti  tidak ada bagian yang terlupakan, sumua 

sudah masuk ke dalam analisis. 

 

7. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari penelitian baik 

sekunder maupun primer dihubungkan secara sistematis guna menjawab 

permasalahan dalam tesis ini. Sementara, kesimpulan guna menjawab 

permasalahan yang diteliti menggunakan metode induktif. Metode induktif 

digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata 

menjadi kesimpulan umum. 
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